
1. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah TIngkat II dan Kotapraja dl Sumatara Selalan (Lembaran
Nagara RI Tahun 1959 Nomor 73, 'rambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 jo Undang-UndangNomor
12 Tahun 1994 lentang Pajak Bum' Clan Bangunen (Lembaran
Negara RI Tahun 1994 Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor3569);

3. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomar 55.
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3041) sebagaimana lelah
diubah pengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 1999 (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomer 169.Tambahan Lembaran Negara
Nomor3890);

4. Undang-Undang Nemer 34 TBhun 2000 tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah
dan Retribusi Oaerah (LembaranNegaraRI Tahun 2000 Nomor246,
Tambahan Lembsran NegaraRI Nomor4048):

5. Undang-Undang Nomo( 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor53, Tambahan LembaranNagaraNomar4389);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf B,
pertu menetapkan Peraturan Wallkota Palembang tenlang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Oinas (UP'TO) Pendapatan
Oaerahdl Keeamatan.

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kola
Palembang Nomor 9 Tahun 200.8 tentang Pemoentckan, Susunan
Organlsasi dan Tata Kerja Dlnas Daarah Kota Palembang selalan
dengan ketentuan Pasal 3 Peratumn Daerah Kota Palembang
NomoI' "6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pernerintahan Kola
Palembang. dibidang pajak daerah, maka untuk mengoptimalkan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah pada lingkat
operasional serta dalam upaya meningkalkan pelayanan kepada
masyarakat, perlu membentukUnit PalaksanaTeknis Dinas (UPTD)
PendapatanDaerahdi Kecamatan_;
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Dalam Peraturan Wallkota Ini, yang'dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerinlah Kota adalah Pemerintah Kola Palembang.
3. Walikota adalah Wali1<otaPalembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekcetariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembsng.
6. Sekretaris Daerah adalsh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kola

Palembang.
8. Kepa/a Dlnas adalah Kepa/a Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang.

BASI
KETENTUAN UMUM

Pas·al1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTO) PENOAPATAN DAERAH
01KECAMATAN.

MEMUTUSKAN :

2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembarsn Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenmng
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembarsn Negara Nomor 4844);

7. Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangsn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah
(Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negers RI Nomor 4438);

B. Peraturan Pamerintah Nomor 65 Tahun 2001 tenlang Pajak Daerah
(Lemberan Negara RI Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran
Negara Nomor4138):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66. Tambahan
Lembarsn Negara Nomor 4145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian
Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintah. Pemerinlahan Daerah
Provinsi dan F'emerintah Daerah Kab/Kota (Lembarsn Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82. Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan, Pemerintah Nemer 4·1 Tahun 2007 lentang Pedoman
Organisesi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembsran Nagars RI Nomor4741);

12.Kepulusan Menter. Keuangan RI Nomor 1005/KMKl04/1985 Tahun
1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBS):

13. Kepulusan Menterl Dalam Negeri RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sisten dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

14.Peraturan Daerah Kota Paleml;lang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2008 Nomor 6):

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 lentang
Pembentukan. Susunan Organtsasi dan Tata Ke~a Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9
Nomor 2008).

l~enetapkan



BAB II
PEMBENTUKAN

Pssal2

(1) Dengan Peraturen Inl, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Oinas (UPTD)
Pendapatan Daerah di Kecamatan.

(2) UPTD Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
terdiri dari :
a. UPTO Pendapatan Daerah lIir Timur I.
b. UPTD Pendapatan Oaerah IIlr Tlmur II.
c. UPTD Pendapatan Daerah Ilk Barat I.
d. UPTD Pendapatan Daerah IIlr Barat II.
6. UPTO Pendapatan Oaerah Seberang Ulu I.
r. UPTO Pendapatan Daerah Seberang U!u II.
g. UPTO Pendapalan Daerah Sukarami.
h. UPTD Penoapatan Daersh Sako.
i. UPTO Pendapatan Daerah Kemuning.
j. UPTD Pendapatan Daerah KalidonL
k. UPTD Pendapatan Daerah B~ukilKecH.
I. UPTO Pendapalan Oaerah Gandus.
m. UPTO Pendapatan Daerah Kertapati.
n. UPTO Pendapatan Daerah Plaju.
o. UPTD Pendapatan Daerah Alang-Alang Lebar.
p. UPTD Pendapalan Daerah Semalang Borang.
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9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kola
Palembang.

10. Kepala Sidang adalah Seluruh Kepala Sidang Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang.

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnal sebagai Perangkat Daerah
Kola Palembang, yang dipimpin Qleh Camal.

12. Unit Pelaksaria Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang selanjulnya
disIngkat UP.TO Pendapatan Daerah adalah seluruh UPTD
Pendapatan Daerah'di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksaaa
teknis operasional Dlnas Pendapalan Daerah.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknts Dinas Pendapatan Oaerah yang
selanjutnya disingkat Kepala UPTO adalah Kepala UPTD
Pendapatan Oaerah dJKecamatan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada
UPTD Pendapatan Oaerah di Kecamatan.

15~ Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran adalah Petugas
Operasional Pendataan dan Pendaftaran pada UPTD Pendapatan
Daerah di Kecamatan.

16, Petugas Operasional Retdbusi adalah Petug8s Operasional Retribusi
pada UPTO Pendapalan Daersh di Kecamafan.

17. Pajak Oaerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah lanpa
imbalan langsung yang selmbang yang dapat dipaksal(an
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Oaersh
dan Pembangunan Daerah yang terdiri dan Pajak Holel, Pajak
Restorsn, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penersngan Jalan.
Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

18. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB aoaian Pajak
Atas Bumi dan Sangunan.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegewai Nager!
SipJl yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenilng unluk metaksanakan kaglatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.



BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal6

(1.) Susunan Orgaf'\isasi UPTD Pendapatan Daerah dj Kecarnatan terdlrt
dati :
a. Kepala.
b: Kepala Sub Bagian Tata usana,
c. Petuga~ Operasional PEi'ndatai3ndan pendaftaran.
d. Petugas Operasional Retrib'usL
e. Kelompok Jaqat~n' Fungsioiial.

(2) B~ga,n Struktur Organisa.!?iUPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan
sebageimana tei-cantum dalarn Lampiran dim merupakan baglan
tidak terpisahkan dari Peraturen lni,

B.aglan Pertama
Kepala UPTD

PasaJ 7-

Kepala UPTD mempunyai tugas metaksanakan sebagian rugas Dinas
Pendapatan Da~rah dib1dang pengelolaan pajak daerah';sesual 'dengan
kewenangannya beid;aseltan ketentuan peraturan perun'CIang-undangan
yang berlaku.

Pasel6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 4.
UPTD Pe,n'gapatanDaerah di Kecamatan mempunyai fun'gsJ:
a. Penyelengg?raan kegiatan pendatasn dan pendaftaran, obJak pajak

daerah di wilayah kecama!an.
b. Penyelenggaraan pLjngut:anp~jak dl wilayah kecamatan,
c. Rengelolaan manajemen paiak daerah di'wilayah kecamaten,
d, p.engawasan dan pengendalian terhadap operasional pungutsn pajak

daerah di wilayah kecarnatan.
e. Penyelenggaraan evaluasi dan monitortn,9 pencapaian target

penerimaan pajak di wilayah kecamatan, .
f. Penyampaian laporan kegiatan operasi6nal kepada Kepala Dinas

Bendapatan Daerah,

BAB III
KEDU.DUKAN, rUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3

(1) UPTO Pendapatan Dilersh di Kecamatan dipinipin oleh Kepala
UPTO yang berada dibawah dan bertang9ungjawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Dalam kedudul«;II'lnya ~rseb'Ut, secara lekni!? cperaelonal Kepa!a
UPTD dibina oieh Sekretaris dan para.Kepafa Bidang.

Pasal4

UPTo PendtlPatan Daefen di Kecamatan ~emp~nyai tugas
metaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah diwilayah
kecamstan rr(\3liputl pendataan, penciaftaran semua objek di wila'yah
kecamatan, meriyampaikan Sura! Pemberitahuan Pajak Daerah
eSP-TPD) dan Sura! Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi (Ian
Bangul1an (SPPT RBB), penaglhan, penyetoran .oan pelaporsn Pajak
Daerah dan PBS di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan
berdasarkan peraturan perund'ang-undangan yang ~rlaku.
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Petugas Operasional Pendataal) dan Pendaftaran sebagalrnana
dimaksud dalam Pasel 6 ayal (1) huruf c. mernpunvat tugas
mengk<?ordinir pelaksanaan keglatan pendataan dan menyampaikan
data semua objek pajak dan pernantauerrpendapalan daerah dl wilayah
kecarnatan.

Pasal10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Kepals Sub Bagian Tata U~ha rnempunyaHungsi :
a. Penyusunan rencana program kelja sebaga) bahan untuk

metaksanakan kegiatan yang telah ditelapkan sesuai dengan bidang
1ugasnya.

b. Pengelolaan urusarrsurat menyumt dan kearsipan.
c. Peng.elolaa" adrninlstrasl keuangan.
d. penyelenggaiaan urusan kepeqawaian, rumah ~angga dan

pe'rlengkapan.
e. Penyusunan pan penyampal~n raporal1pelaRsanaan lugas,
f. Pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oieh,KepaJa UPTQ·

Baglan Ketiga
Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran

Pasal11

Bagian K~dua
Kepala Sub Bagtan Tata Usal\<\

Pasal9

Kepal.a,Sub Bagian Tata Usaha sebagaimaria dimaksud datarn Pasal 6
~yat (i) hUIUf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan.admmisrrasl
umuri1,;ke~gawaian. keuangari dan rumah tangga.

PasalS

Unluk ml!laksanakan tugal? sebagaimana dirnaksud dalam Pass] 7,
Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program keria dan kegiatan dibidang

6per~sional pajak daerah.
b. Memimpin kegiatan llPTD 'baik secara adminlstrasi maupun

operaslonal yang ada dalarn lingkungannya sesuai de!1ga~ lug~
yang diberikan oleh Kepala Dlnas.

c, Peny~Ienggaraan kegiatan operasional pendapatan daerah di
keeamatan yang melipuli pelayanan. ~ngelolaan. pehgaturan,
pengendalian dan pengswasan.

d. Pendataan dan pendaftaran semua Qbjek pajak.
e. Pengolahan data secara berkals.
f. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan

Sural Pernberitahuan Pajak Terhutang PaJ~k Buml dan Sangunan
(SPPT PBB).

g, Peli'l_ksenean penagihan dan penvetoran uang hasil penagihan ke
Kas baemh atau Bendaliara Khu$uS Penerirna Dines Pendapatan
Daerah.

h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi den~n ihstansl terkaiL
i. Koordinasl petaksanaan kegiatan, pungtJtan 'pajak daerah di wilayah

kecamatan.
J. Mon!t(?ringQan ~vaJu.asJpE;llak$naan fugas.
k. Pemberlan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bihas dibidang

operasional pajak daerah.
I. P~lel<sanaari lugas lain y~ng diberil93n oleh Kl;!paJa Dinas.
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Pelugas Operaslonal Retnbusi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 13"
m~mRunyai fungsi : .
a. Pengkordinasian kegiatan operasional pungutan dan penagihan

retribusl pendapatan daerah.
b. Perw~mpaian Slitat Pernberitahuan Pajak, Daerah (~PTPD), dan

Surat Perriberitahuan Pajak, Terhulang P~jal< Bumi ,dlOlnSangunan
(SPPT PBS) dl Wilayah keeamatsn untuJ< diserahkan ke Dinas
Pendapatan Daerah.

c. P~nyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di wilayah
keearnatan darj Din~s Pendapatan Daarah.

d: Pelaksanaan pi:magihan surer Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bulan
berjalan dan tUfl99akan yang disarnpaikan Dinas Pendapatan
Oaerah .

.e. Penyelen9garaan inveritarisasi data objek dan sublet< retribusJ
pendapatan daerah diwilayah kecamatan.

f. 'Pe.f<,rksaila;ln··kegiatan p,emungutan dan penag,ihan r.etriplisi
pendapalan daerah.

g. Penyetoran hasrt pernungulan retribusi pendap.~tan daerah kep'ada
peme9;lng kas pada Dinas P¢,ndapatan Daerah dalam waktu 1 x,24,
jam,

~. Pelaksana_an in\ientarisa~t pl:lrmasslahan-permaj;alC!han dalam
pemungulan/pi:lOagihan retribusi pendapatan oaerah,

i. Penyampaian taporan pelaksanaan tug!'ls.

Pasal14

Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran sebaqaimana
dima~ud dalam Pasal 11, mempunyai fungsl :
a. MengKoordinasikan kegiatan operaslonat Pendataan dan Pendaflaran

dl wilayah kecamatan.
b. PelaksaRaan pendataan dan pendaftar8n sernua objek pajak di

wilayah kecamatan.
c. Pela~sClnaan pengqlahan d.ala secara berkala meliputi objek. psjak

yang ,aklif maupun objek pajak yang tatap.
d. Pembuatan dan menyampeikan laporan hash pendalaan dan

p,Em'tuktakhirandata setiap awal butan ke Qlna.sPendapatan Daerah,
e, Pemberian penyuluhan pendapatan daerah di setiap kefurahan datam

wHayah kecamatan.
f. Pelaksanaan rnvEmtarisasi permasalahan-permasatahan dalam

pengelolaan pendapatan daerah diwilayah kecamatan,
g. P~.Ia~~anCianmoryit9rir;iQdan evaluasi serla pelaperan dan sellap

kegiatan Rada operasional pendapatan.daerah.

~gian ~mpat
Petugas Operasional Retribusi

Pasal13

Petuga~ Opi3r~S.ionalRetribusi sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf d, mempunyal tugas mengko6rdinir pelaksanaan kegialiln
pernungutan dan penagihan retribusl pendapatan daerah dl wilayah
k~camaJan.' ,

Pasal12
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Dengan beriakunya Peratwah ini, maka Kepulusan Walikota Palembanq
Nemor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelakssna Teknls
Dines .<UPTD) .Pendapatan Dalar:ah dj Kecamatan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal20

BAB VII
PENUTUP

Kepala UPTD. Kepsla Sub Baglan Tata W~ha. Koordln~tor dan
Kelomp.ok Jabatan FungsionaJ pada UPTD Pendapatan Daerah dl
Kecamatan dlangk~t dan p.lberhentik~1')oleh Wslikota berdasarkan usul
Ke.pala Dinas.

(1) Kepala UPTD wajib memlmpin dan mengkoordinaslkan
bawahannya serta memberiKan bimbjrigafj ~an petunjuk bagi
pelaksanaan tugas -bawahannya dan apabila Isrjad! penyimpangan
dapat mengambil hndaken yang diperluKa(l 'dan me1ap.o.ikan
PElnyimpan-gan tersebut ke:pada Kepala Dinas sesuai dengsn
I<etenluan peraturan peFllndang-undangan yang berlaku.

~2) Kepala Sub Ba'gian. Petugi'ls Operasional dan Kelpmp.ck .Jabatan
FungsionaJ bertanggun~iawab kepada Kepala UPTD. .

BABVI
PENGANGKAT AN DAN PEMBE.RHENTIAN

Paaa! 19

Kepala UPTD delam rnelaksanakan lugasnya didasarkan pada
kebijakan yang gitetapkan oleh Kepala Dinas sesual dengan ke1entuan
peraturan pE!rundang-una~ngan yaAg berlaku,

Pasal18

Rasal17

Dalam melaksanakan l·uga~nya. UPTD Psnnapatan Daerah di
Kecamatan rrienerapkan prinsip koQldinasi. integr~si dan sirikronisasi
baik dilingkungan saluan kerjanys maupun dengan Instansi lalnnya
sesual dengan ,bldang tuga!ilnya.

BABV
TATA KERJA

Pasal16

(1) 1<E!lompokJabatan FUJ'lgsionals.ebagaimana dlmaks4d dalam Pasal
6 ayat (1) huruf e, mernpunyal tugas melaxsanakan sabagian tugas
dan fungsi UPTD P.endapaten Daerah sesual dengan keahlian yang
dlbtiluhkan. .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional le«!in dari sejumlah lehaga datam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bidang lugasnya.

Bagian Kellma
Kelompok Jabatan FUnSslohal

Pasal15
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Pasal21

Peraturan Inl'mula! berlaku pada lan9gal dlundangkan:

A§ar sefiap orang mengetahulnya. memeiintahkan pengundangan
Peraturan ini, denqan penernpatsnnya dalarn Berita, O'aefah Kota
Palembanq



KEPALA UPTD

KELO~1POKJABAJAN PJNGSIONAL

I I I I I I I I SUB BAGlAN TATA USAHA

I I
PE11JGAS PETUGAS

OPERASrONAL PENOATAAN DAN OPERASlONAl RETRIBUSI
PENOAFTARAN

BAGANSTRUtmJR ORGANlSASt UNIT PElAI<S.4NATEKNIS
DINAS <U,PTD) PENDAPATAN t:>AERAHD1 KECAMATAN.

LAMPIAAN PERAlURAN WAI1KOTA PALEMBANG
NOMOR ; 1\ TAHUN 2009
T.A..NGGfll: 6 fE:tt~~1 2.009__________________________________ -'iEVii>.i~G':" FE~lBt:J'lT(JAAT'l'tiM'T..PEt:P.1GANA-ml~~tOPTD)

PcNDAPATANDAERAHDI KECAMATAN.


